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ABSTRAK 

 

Tindak Pidana Pembunuhan yang dituntut ganti rugi oleh keluarga korban atau ahli waris 

terhadap pelaku, diatur dalam Pasal 1370 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. Pelaksanaan Pasal ini jarang sekali didengar melalui 

pengadilan, walaupun Pasal ini memberikan hak menuntut ganti kerugian kepada 

pelaku pembunuhan (baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kurang 

hati-hati). Akan tetapi tetap ada putusan pengadilan yang  memutuskan tuntutan ganti 

rugi, terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 772 K/Pdt/2007. Pada 

penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normative dengan 

pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan studi kasus 

(Case Study Approach). Ganti rugi untuk korban tindak pidana pembunuhan dapat 

dilakukan dengan tiga cara, yaitu :melalui penggabungan perkara ganti kerugian; 

melalui gugatan perbuatan melanggar hukum; melalui permohonan restitusi. Proses 

Penerapan ketentuan Pasal 1370 dalam menuntut ganti rugi sama seperti proses 

persidangan Perbuatan Melanggar Hukum biasa, hanya saja tergantung apakah 

gugatan tersebut digugat secara terpisah atau digabungkan dengan perkara pidana. 

Apabila gugatan dilakukan secara terpisah maka haruslah diselesaikan terlebih dahulu 

proses peradilan pidananya, jika telah selesai dan terbukti maka dapat dilanjutakan 

dengan gugatan ganti rugi secara perdata. Namun dapat juga dilakukan dengan 

penggabungan perkara pidana. PutusanMahkamah Agung yang memutus perkara 

tuntutan ganti kerugian ini pun telah sesuai dengan Pasal 1370 KUHPerdata. 

Kata Kunci : Korban , Hak Menuntut Ganti Rugi, Perbuatan Melawan Hukum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

 

A. Latar Belakang 

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku 

orang–orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan 

dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam 

masyarakat.1 

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Dalam kenyataan 

sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan 

kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga 

negara tersebut melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah ditentukan 

berdasarkan hukum.2 

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan srigala bagi 

manusia lain (Homo Homini Lupus), selalu mementingkan diri sendiri dan 

tidak mementingkan orang lain,3 manusia didalam hidupnya membutuhkan 

rasa aman. Aman berarti bahwa kepentingan-kepentingannya tidak diganggu, 

dan dapat memenuhi kepentingan-kepentingannya dengan tenang. Oleh 

karena itu manusia mengharapkan kepentingan-kepentingannya itu dilindungi 

                                                           
1 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari sudut Hukum 

Perdata, Cetakan Kesatu, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm 3.  
2Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan), 

Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 22.  
3Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo 

Persada, 2011, hlm 3. 
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terhadap konflik, gangguan-gangguan dan bahaya yang mengancam serta 

menyerang kepentingan dirinya maupun bersama. 

Banyak peristiwa hukum yang sering timbul dalam kehidupan 

bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum pidana dan perdata. Namun 

kaitan kedua lapangan hukum ini ada hal yang sangat jelas permasalahannya 

akan tetapi masih kurang jelas, dan ada pula keduanya mempunyai hubungan 

yang erat, seperti pengertian dari Wirjono Prodjodikoro:4 

 Hubungan ini dapat bersifat positif dalam arti, bahwa suatu perbuatan 

dari jenis ini dapat dikenakan baik hukuman perdata maupun 

hukuman pidana, dan juga dapat bersifat negatif dalam arti, bahwa 

suatu perbuatan dari jenis ini hanya dapat dikenakan hukuman 

perdata, dan tidak dapat dikenakan hukuman pidana. 

 

  Dengan demikian suatu tindak pidana, ada yang melahirkan perbuatan 

hukum perdata. Suatu tindak pidana yang merugikan bagi orang lain yang 

kemudian dapat dituntut secara perdata. Namun tidak semua dapat dituntut 

secara pidana dan perdata, beberapa perbuatan hanya dapat dituntut secara 

perdata saja. 

  Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang 

ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan 

diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku 

pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas 

perbuatannya tersebut. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu adalah 

gambaran dari reaksi negatifmasyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili 

                                                           
4Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 

1986, hlm. 11  
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oleh para pembentuk undang-undang pidana.5 Meski tidak sepenuhnya setuju 

dengandefinisi yang diberikan oleh para sarjana yang menganut aliran yuridis, 

Bonger menyatakan bahwa kejahatan merupakan :6 

 Perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara 

berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap 

rumusan-rumusan hukum mengenai kejahatan. 

  Oleh karena sifat kejahatan menimbulkan kerugian, maka wajar 

apabila masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya 

kejahatan. Salah satu kejahatan yang merugikan sehingga mengganggu 

kesinambungan hidup, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat adalah 

pembunuhan. 

  Pembunuhan berarti perkosa, membunuh atau perbuatan bunuh.Secara 

umum pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dapat diartikan sebagai 

tindakan atau tingkah laku manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa 

orang lain. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana: 

 Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam 

karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas 

tahun. 

 

  Hilangnya nyawa korban tersebut berimbas kepada keluarga korban, 

terutama bagi keluarga korban yang biasa mendapatkan sumber nafkah dari 

orang yang menjadi korban pembunuhan tersebut. Dengan meninggalnya 

korban pembunuhan maka keluarga korban tersebut akan kehilangan sumber 

                                                           
5Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op.Cit.,hlm 14. 
6Ibid. 
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nafkah. Oleh karena keluarga korban pembunuhan merupakan pihak yang 

menderita kerugian sehingga dapat meminta ganti kerugian, dan hukum 

menyediakan seperangkat kaidahnya untuk memastikan hak dari keluarga 

korban tersebut.  

  Perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi 

korban. Kerugian itu harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh 

hukum untuk mengganti kerugian tersebut.7 

 Ganti rugi untuk korban tindak pidana dapat dilakukan melalui tiga 

cara, yaitu: 

1. Melalui Penggabungan perkara ganti kerugian; 

2. Melalui Gugatan perbuatan melanggar hukum; 

3. Melalui permohonan restitusi. 

  Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang 

Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan pengertian kompensasi, yaitu 

ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu 

memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, 

sedangkan restitusi, yaitu: ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau 

keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:8 

a. Pengembalian terhadap harta milik; 

                                                           
7Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Citra Aditya Bakti, 

Bandung,  2005, hlm 13.  
8Dikdik M. Arief mansur dan Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan 

Antara Norma dan Realita, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 166.  
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b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan korban; 

atau 

c. Penggantian biaya tindakan tertentu. 

  Pengaturan mengenai hak menuntut ganti kerugian oleh keluarga 

korban apabila terjadi tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 1370 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: 

 Dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau kurang hati-

hatinya seorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau 

orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si 

korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai 

menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut 

keadaan. 

 

  Pelaksanaan Pasal ini hampir tidak pernah didengar melalui 

pengadilan. Walaupun Pasal ini memberikan hak menuntut ganti kerugian 

kepada pelaku pembunuhan (baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun 

karena kurang hati-hati) oleh orang-orang yang dibawah tanggung jawab 

tunjangan nafkah dari korban pembunuhan, namun hampir tidak pernah 

terdengar gugatan perdata mengenai hal tersebut. Padahal, hak untuk 

menuntut ganti kerugian yang diatur dalam Pasal ini sebenernya sama halnya 

dengan yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

yaitu: 

 Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu 

karena kesalahannyan untuk mengganti kerugian tersebut. 
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  Adapun yang menjadi unsur perbuatan melawan hukum ini sesuai 

dengan Pasal 1365 Kitab undang-Undnag Hukum Perdata adalah sebagai 

berikut:9 

1. Adanya suatu perbuatan; 

2. Perbuatan tersebut melawan hukum; 

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 

4. Adanya kerugian bagi korban; 

5. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dengan kerugian. 

  Ganti kerugian korban meninggal bagi keluarga korban tentu 

menimbulkan perdebatan. Manusia pada dasarnya tentu tidak ingin kehilangan 

orang terdekatnya. Bahkan jika ganti kerugian itu sangat tinggi nominalnya, 

secara hati nurani pasti tidak akan cukup untuk mengganti atas hilangnya 

nyawa seseorang. Hubungan keluarga korban dengan pelaku pembunuhan 

merupakan hubungan yang bersifat keperdataan, sehingga tuntutan ganti 

kerugian dapat dilakukan keluarga korban melalui gugatan yang bersifat 

perdata. 

  Ganti kerugian kepada keluarga korban pembunuhan juga diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Undang-Undang ini memberikan hak kepada keluarga korban pembunuhan 

untuk menuntut haknya melalui Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 

                                                           
9Munir Fuady,Op.Cit., hlm.10  



7 
 

       

(LPSK). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peranan 

yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan 

pelanggaran hak asasi manusia. 

 Putusan Mahkamah Agung No. 772 K/Pdt/2007 dengan para pihak 

Tuan Hendrik Pio Suluh sebagai Pemohon Kasasi dahulu 

Penggugat/Pembanding, melawan Tuan Aruji Sukardi dan Tuan Kartono 

Sukardi sebagai para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Terbanding I 

dan II. Bahwa Penggugat adalah orang tua dan ayah kandung dari Marten 

Suluh yang pada tanggal 13 September 2004, anak penggugat yang bernama 

Marten Suluh, telah meninggal dunia, di Bogor sesuai dengan kutipan Akte 

Kematian No. 22/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil 

Kota Bogor tertanggal 21 September 2004. Adapun penyebab kematian anak 

penggugat tersebut, akibat tindakan kelalaian dan kurang hati-hati dari 

Tergugat I, yang telah mengendarai mobil Mitsubishi Gallant No. Pol. B-

1425-JH, milik Tergugat II pada tanggal 13 September di Jalan Tol 

Jagorawi.10 

 Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan 

Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat yang mengalami kerugian yang 

cukup besar yang tak ternilai dengan apapun baik kerugian materiil maupun 

                                                           
10Anonim, http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/gtz5b1940b05225258f5b2e18f 

443db6dd6/node/lt49f8194dd65cc/putusan-ma-no-772k_pdt_2007-tahun-2007-hendrik-pio-suluh-;-

vs.-aruji-sukardi-;-kartono-sukardi, diakses pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 09.15 WIB. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/gtz5b1940b05225258f5b2e18f%20443db6dd6/node/lt49f8194dd65cc/putusan-ma-no-772k_pdt_2007-tahun-2007-hendrik-pio-suluh-;-vs.-aruji-sukardi-;-kartono-sukardi
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/gtz5b1940b05225258f5b2e18f%20443db6dd6/node/lt49f8194dd65cc/putusan-ma-no-772k_pdt_2007-tahun-2007-hendrik-pio-suluh-;-vs.-aruji-sukardi-;-kartono-sukardi
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/gtz5b1940b05225258f5b2e18f%20443db6dd6/node/lt49f8194dd65cc/putusan-ma-no-772k_pdt_2007-tahun-2007-hendrik-pio-suluh-;-vs.-aruji-sukardi-;-kartono-sukardi
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imaterial, yang kemudian mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat I 

dan Tergugat II.11 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan oleh penulis diatas, terdapat 

beberapa isu hukum yang perlu dianalisis yaitu mengenai hak ganti kerugian 

terhadap keluarga korban dan pada kondisi apa saja keluarga korban dapat 

menuntut ganti kerugian atas kasus pembunuhan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1370 KUHPerdata. Hal tersebut guna memastikan hak ganti kerugian 

yang diperoleh keluarga korban apakah telah memenuhi prinsip ganti 

kerugian. Penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam bentuk 

skripsi dengan judul“Pertimbangan hakim dalam pembebanan ganti rugi 

akibat tindak pidana pembunuhan (Penerapan Pasal 1370 KUH Perdata 

pada putusan Mahkamah Agung Nomor 772 K/Pdt/2007)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang, yang menjadi 

permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penerapan ketentuan Pasal 1370 dalam menuntut ganti 

rugi ? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 1370 

KUHPerdata sebagai dasar dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah 

Agung No. 772 K/Pdt/2007 ? 

 

                                                           
11Anonim, Ibid. 
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C. Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan dalam penelitian dari hak keluarga korban menuntutganti 

kerugian dalam kasus pembunuhan adalah: 

1. Untuk mengetahui proses penerapan ketentuan Pasal 1370 dalam 

menuntut ganti rugi. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 772 K/Pdt/2007; 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan 

skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis antara lain: 

1. Manfaat Teoretis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu 

pengetahuan khusunya dibidang hukum perdata terhadap bentuk 

kepastian hukum dari hak keluarga korban menuntut ganti kerugian 

atas kasus pembunuhan, serta lebih memperjelas unsur-unsur yang 

harus dipenuhi keluarga korban untuk menuntut ganti kerugian atas 

kasus pembunuhan; 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan upaya penyelesaian 

atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian; 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber 

kepustakaan dalam penelitian selanjutnya sesuai dengan kajian 

penelitian yang bersangkutan. 
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2.  Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam 

mengambil kebijakan oleh aparat penegak hukum terutama berkaitan 

dengan kasus pembunuhan, khususnya dalam memahami proses ganti 

kerugian keluarga korban pembunuhan. 

 

E. Ruang Lingkup 

Penulisan dengan judul “Pertimbangan hakim dalam pembebanan 

ganti rugi akibat tindak pidana pembunuhan (Penerapan Pasal 1370 

KUHPerdata pada putusan Mahkamah Agung Nomor 772 K/Pdt/2007)” ini 

penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada objek perkara tentang 

tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum 

berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 772 K/Pdt/2007, yang akan 

dibahas agar tidak menyimpang dari pembahasan dalam penulisan ini. 

Pembahasan pada penulisan ini hanya membahas mengenai pemberian ganti 

kerugian yang dialami oleh keluarga korban pembubuhan berdasarkan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. 

 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam 

menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu 

penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar 
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penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.12 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa teori yang 

menyangkut dengan masalah yang akan diangkat oleh penulis untuk 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Teori Ganti Rugi 

Akibat adanya perbuatan melanggar hukum adalah timbulnya kerugian 

bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang 

dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Dari segi 

kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) 

bidang hukum, yaitu sebagai berikut:13 

1. Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak, 

2. Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang 

termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. 

Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal 

oleh hukum adalah sebagai berikut:14 

1. Ganti Rugi Nominal 

2. Ganti Rugi Kompensasi 

3. Ganti Rugi Penghukuman. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan kiblatnya 

hukum perdata di Indonesia, termasuk kiblat bagi hukum yang berkenaan 

dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi 

                                                           
12Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta, Gramedia, 1990, hlm. 65. 
13Munir Fuady,Op.Cit, hlm. 133. 
14Ibid, hlm. 134. 
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dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) 

pendekatan sebagai berikut:15 

1. Ganti Rugi Umum; 

2. Ganti Rugi Khusus. 

Ketentuan tentang ganti rugi yang umum ini oleh KUHPerdata diatur 

dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai 

dengan Pasal 1252 KUHPerdata.16 

Selain dari ganti rugi umum KUHPerdata juga mengatur ganti rugi 

khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari 

perikatan-perikatan tertentu. Dalam hal hubungan dengan ganti rugi yang 

terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi dalm 

bentuk yang umum. KUHPerdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi 

terhadap hal-hal sebagai berikut:17 

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365); 

2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 

1366 dan Pasal 1367); 

3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368); 

4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369); 

5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang 

dibunuh (Pasal 1370); 

6. Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan 

                                                           
15Munir Fuady, Ibid. 
16Ibid., hlm. 136. 
17Ibid., hlm. 137.  
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(Pasal1371); 

7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai dengan 

Pasal 1380). 

Untuk ketiga model ganti rugi yang disebut terakhir tersebut, Pasal 

1370, Pasal 1371, Pasal 1372, Pasal 1373 dan Pasal 1374 bahkan 

memperinci cara menghitung ganti rugi dan model-model ganti rugi yang 

dapat dituntut oleh pihak korban. 

2. Teori Kewenangan Memutuskan Perkara 

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, 

kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan perihal guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Amanat ini adalah sebagai pelaksanaan dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 setelah 

amandemen ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara 

hukum”, karena salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan 

penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari 

segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, 

kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman 

kepada masyarakat.18 

Kemudian tentang badan atau lembaga yang menjalankan kekuasaan 

kehakiman sebagai salah satu pemegang kekuasaan negara tersebut, Bagir 

                                                           
18Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia,Refika Aditam,bandung, 2007, hlm. 7. 
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Manan menyatakan, kekuasaan kehakiman terdiri dari kekuasaan 

kehakiman tertinggi dan kekuasaan kehakiman tingkatan lebih rendah. 

Kekuasaan kehakiman tertinggi dijalankan oleh Mahkamah Agung yang 

bersama-sama badan penyelenggaraan negara lain.19 

Kewenangan memutuskan perkara, dilakukan oleh sebuah Mahkamah 

Agung dan peradilan yang berada di bawahnya, hal ini berdasarkan 

ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU kekuasaan Kehakiman). 

Penyelenggaraan kekusaan Kehakiman tersebut dilaksanakan oleh hakim, 

sebagaimana diatur Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam tulisan 

ini, kewenangan memutuskan perkara diberikan kepada Mahkamah agung 

dan peradilan yang berada dibawahnya guna menegakkan hukum dan 

keadilan. 

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan 

konsisten.20 Metode penelitian terdiri dari: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. 

                                                           
19Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi, Kencana Prenda media 

Group, Jakarta, 2012, hlm. 39. 
20Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta, 

1986, hlm. 2. 
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Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam 

ilmu hukum.21 Penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kepustakaan. 

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengkaji alasan hakim 

dalam putusan perkara No. 772 K/Pdt/2007 dikaitkan dengan mengkaji 

substansi dari Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2. Jenis dan Sumber Bahan 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, maka 

jenis data yang digunakan adalah : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas atau bersifat mengikat bagi setiap orang, 

yaitu: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2007 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 

2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan 

Kepada Saksi dan Korban; 

                                                           
21Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 24. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan 

Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para ahli 

hukum.22 Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-

tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.23 

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.24 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.25 

3. Pendekatan Penelitian 

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Adapun 

pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dilakukan 

dengan mengkaji semua Undang-Undang dan pengaturan yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.26 Peneliti harus 

                                                           
22Amiruddin dan Zinal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Pt. Raja Grafindo, 

Jakarta, 2004, hlm. 32. 
23Zainuddin Ali, Op.cit, hlm. 106. 
24Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm. 141. 
25Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.cit, hlm. 33. 
26Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar 

Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 96. 
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melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat 

sebagai berikut: 

1. Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada di 

dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis. 

2. All-inclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup 

mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga 

tidak akan ada kekurangan hukum. 

3. Systematic bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang 

lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hirarkis.27 

b. Pendekatan Studi Kasus (Case Study Approach) 

Pendekatan studi kasus merupakan metode riset yang menggunakan 

berbagai macam sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, 

menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek 

individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara 

sistematis.28 

Metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan 

kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah dasar hukum serta alasan-

alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai dengan 

putusannya berdasarkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang 

mengaturnya. 

                                                           
27Abu Yasid, Aspek-Aspek Penelitian Hukum (Hukum Islam-Hukum Barat), Pustaka pelajar, 

Yogyakarta, 2010, hlm. 85. 
28Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai contoh praktis riset media, 

public relations, adversiting, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran, Kencana (Prenada Media 

Group), Jakarta, 2006, hlm. 57. 
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4. Metode Pengumpulan Bahan 

Peneliti melakukan studi kepustakaan (library research) dilakukan 

mulai dari penelitian terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHPidana), Perarturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan 

penelitian, Putusan Mahkamah Agung. Penelitian bahan kepustakaan ini 

meliputi interventarisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang hendak dibahas.29 Selain itu penelitian tentang doktrin 

yang diperoleh melalui buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

5. Pengolahan Bahan 

Setelah melakukan pengumpulan bahan, langkah selanjutnya akan 

melakukan pengolahan bahan guna memperoleh hasil yang ingin dicapai. 

Bahan yang telah diperoleh, kemudian akan diinterventari untuk dapat 

dianalisis dengan menyesuaikan berdasarkan bahan hukum dan teori-teori 

hukum yang berlaku dimana kesemuanya merupakan bahan acuan dalam 

pembahasan dan mencarikan solusi bagi permasalahan yang ada. 

6. Metode Analisis Bahan 

Setelah semua bahan hukum yang ada sudah terkumpul, maka untuk 

memperoleh hasil penelitian mencapai sasaran, analisis bahan dilakukan 

secara perspektif analisis, yaitu bahan yang telah terkumpul tersebut akan 

                                                           
29C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Alumni, 

Bandung, 1994, hlm. 17. 
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diselesaikan berdasarkan kualitasnya analisis bertitik tolak pada bahan 

yang diperoleh dan ketentuan dalam peraturan yang berkaitan dengan 

masalah.30 Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian dihubungkan untuk 

selanjutnya dilakukan proses editing dan sistematisasi dengan penarikan 

kesimpulan yang kemudian akan dikemukakan dalam tulisan ini. 

Selanjutnya bahan yang diperoleh disusun dan dianalisa secara 

kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan 

untuk memperoleh gambaran yang dapat diperbaharui secara jelas dan 

terarah yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. 

7. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah 

dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.31 Teknik penarikan 

kesimpulan dibagi dua modul prosedur penalaran, yaitu dilakukan secara 

deduktif adalah cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang 

bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.32 Dalam penulisan skripsi 

ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif yaitu cara 

berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke 

hal-hal yang bersifat khusus. 

 

 

                                                           
30Soerjono Soekamto, Op.cit., hlm. 10. 
31Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, jakarta, 2010, hlm. 5. 
32Bahder Johan Nasutin, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1986, hlm. 

32. 
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